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PRAKATA

Ql‘v

Organisasi Internasional yang dibuat di
Convention on the Law of Treaties

angat cepat, maka sebagai subjek hukum internasional

yang berwenang{inembuat.perjanjian internasional, baik antara negara dan

erjalfjian internasional antar Negara (Konvensi Wina tahun
dian diteruskan dengan perjanjian internasional antar organisasi-

membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat
gi para akademisi, mahasiswa dan pengajar, dan para pemerhati. Semoga Buku II
ukum Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau
antara Organisasi-Organisasi Internasional (Konvensi Wina Tahun 1986) segera
dapat diselesaikan.

Jakarta, Agustus 2019
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PENDAHULUAN

Ql‘v

l ini mefunjukkan bahwa

3 gan—perkembangan baru

Dalam perkembangan hukum internasional de

peran perjanjian internasional makin menduduki

g penting. Hal ini

dalam kehidupan masyarakat internasi gisalaya pengaturan tentang pema-
kaian ruang angkasa, hukum yan, tentang telekomunikasi, hukum yang
mengatur tentang penamban dan sebagainya. Perkembangan

Dalam suasana internasion ir belum ada hukum yang ditentukan

ana halnya perundang-undangan dalam hukum nasional.
sapa internasional merupakan kesepakatan antara

rjanjian internasional merupakan kesepakatan antara
ternasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Akibat

imbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

etentuan-ketentuan hukum tadi dapat berupa treaty contract atau law

aking treaty. Dalam treaty contract, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu
hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan law
making treaty merupakan perjanjian yang melahirkan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional pada umumnya. Namun ada
kemungkinan bahwa yang terkandung dalam treaty contract memuat ketentuan-
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ketentuan/norma-norma yang berlaku umum. Demikian juga apa yang tergolong
dalam law making treaty, suatu perjanjian yang diikuti oleh sebagian besar negara,
setidak-tidaknya oleh negara terpenting di dunia dan/atau negara besar, sehingga
perjanjian itu berlaku sebagai hukum internasional umum. Sebagai contoh, PBB
merupakan law making treaty di mana anggota PBB dan bukan anggota PBB
—dalam Pasal 2 ayat (5) Piagam PBB- harus melakukan atau tidak melakuk
perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam piagam. Sebenarnya berap
negara yang ikut serta dalam perjanjian itu, tidak dapat dipakai sebagai patokan
untuk penggolongan suatu perjanjian.

Suatu perjanjian internasional bermaksud untuk mendirikan suatu 1s
internasional sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri terlepaghdar a.
Ada yang mengusulkan bahwa perjanjian internasional tegsébut dapat ggap
sebagai perjanjian institusional.

A. ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN INTER

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian
berikut.

1. Asas Jus Cogens

aik (Good Faith)

ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun
m hukum internasional. Hal ini dikenal sebagai general principle of

aw. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas ketiga.

Asas Pacta Sunt Servanda

Bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan: “Semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

2 Hukum Perjanjian Internasional



5. Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku
bagi pihak ketiga (pacta tertiis nec nocent nec prosunt).

Dalam hukum internasional asas ini ada penyimpangannya. Sebagai
contoh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menentukan: “Negara
bukan anggota PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini apabila
dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional”.

Jadi walaupun bukan anggota PBB, tetapi harus bertindak sesuai de
asas-asas yang ada dalam piagam demi perdamaian dan keamanan intefhasion

Contoh lain dalam perjanjian perbatasan, misalnya antara Negara
B telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian per
dua negara tersebut. Negara lain yang bukan peserta perjanji
hormati perjanjian tersebut.

B. KONVENSI WINA
Mengingat pentingnya perjanjian internasional dal

asional (International Law
Commission - ILC) dalam rencana kerjz anjian ipternasional menjadi salah

pengembangan hukum intern embang secara progresif (sesuai
dengan Pasal 13 ayat (1) butirfa Pi B. ILC mengadakan pengkajian atas

ke-21 mengeluarkamyReés omor 2166 (XXI) tanggal 5 Desember 1966 yang
¢ afgoota PBB untuk mengadakan konferensi internasional.
yang ke-22 tahun 1967, sekali lagi menganjurkan pada

aan dalam konferensi digunakan draf hasil ILC Konferensi
tanggal 26 Maret-24 Mei 1968, kemudian dilanjutkan tanggal 9 April-22
69 di Wina (Austria). Konferensi tersebut berhasil menghasilkan Konvensi
ngan upacara penandatanganan konvensi (dilakukan sejak tanggal 23 Mei 1969).
enurut Pasal 81 Konvensi tahun 1969, penandatanganan sampai November 1969
dilakukan di Kementerian Luar Negeri Austria, dan sesudah itu sampai tanggal
30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York. Menurut Pasal 82, Konvensi ini
harus diratifikasi oleh negara yang akan menjadi peserta dan dokumen ratifikasi
diserahkan pada Sekjen PBB.
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